BABIII
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian mengenai tindakan Polri dalam menangani
kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api (senpi) di wilayah hukum DIY,
penulis bermaksud menguraikan permasalahan hukumnya sebagai berikut :

1. Penegakan hukum mengenai kepemilikan dan penggunaan senjata api bagi
sipil maupun anggota kepolisian sudah atau telah sesuai berdasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum pada
Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak
dan KUHP yaitu pada penjatuhan hukuman pidana penjara dua puluh tahun
atau seumur hidup tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat
mengenai senjata api dan bahan peledak dan Instruksi Kapolri No. Pol.
TR/117/V1II/2005 tanggal 9 Agustus 2005 tentang Pelarangan dan Penarikan
Ijiin Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api Non-Organik yang
diperuntukkan untuk membela diri. Hal ini sudah tidak berlaku lagi bagi
warga sipil yang akan memiliki atau memperpanjang ijin kepemilikan dan
penggunaan senjata api tersebut guna menghindari hal-hal yang tidak
diinginkan selama ini pada masyarakat seperti maraknya kriminalitas yang

semakin meresahkan masyarakat akibat penggunaan senjata api tersebut.
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2. Upaya atau langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam
menangani penyalahgunaan senjata api antara lain:
a. Langkah preventif
1) Melakukan upaya pengawasan dan pengendalian bagi masyarakat dan
POLRI yang memperoleh ijin memegang senjata api.
2) Melakukan koordinasi dengan pihak lain seperti Kejaksaan dan
sebagainya.
3) Melakukan operasi khusus setiap enam bulan sekali.
4) Melakukan registrasi ulang bagi pemilik senjata api.
b. Langkah Represif
Melakukan penangkapan dan memproses secara hukum terhadap
pelaku kejahatan yang menggunakan senjata api tersebut berdasarkan
Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 dan Hukum Acara yang berlaku.
3. Kendala yang dihadapi oleh POLRI dalam menangani penyalahgunaan senjata
api adalah:
a. Adanya elemen aparat kepolisian atau oknum yang menjadi backing
dalam melindungi para produsen senjata api ilegal.
b. Tertutupnya jaringan atau kesulitan melacak peredaran dari pelaku
kriminal yang menyalahgunakan senjata api yang belum tertangkap oleh
pihak kepolisian.

c. Adanya perdagangan secara ilegal.




d. Tidak optimalnya peran Binamitra dalam sosialisasi perijinan kepemilikan

senjata api.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas mengenai tindakan POLRI dalam

menangani kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api, penulis bermaksud

memberikan sarannya sebagai berikut:

1.

Melakukan pengaasan dan pengontrolan secara ketat pada pemilik dan
penggunaan senjata api tersebut.

Mengadakan registrasi ulang ijin kepemilikan senjata api.

Membatasi perolehan  ijin  yang dikcluarkan pihak kepolisian dalam
mempermudah penyalahgunaan dan mengatasi peredaran senjata api ilegal di
pasar-pasar gelap.

Meningkatkan atau mengoptimalkan peran Binamitra dengan aktif
memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk mensosialisasikan
Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 agar masyarkat minimal sedikit
pengertian dan prosedur perolehan ijin kepemilikan dan penggunaan senjata
api guna mengatasi maraknya penyalahgunan senjata api tersebut.
Meningkatkan kinerja Kepolisian sebagai aparat penegak hukum secara tegas

dalam mengatasi kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api.
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